BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah

Menimbang
b.
Mengingat 4.
2.
PARAF HIERAR.Hmi#
WAKIL BUPATI  :
SEKDA : /
ASISTEN I : /]
ASISTEN II of §
ASISTEN I1I { 3.
KABAG : "P

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, diperlukan Pedoman penyusunan dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bon€ Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi



10.

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagiamana telah diubah denganUndang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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16.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Memperhatikan

20.

21

22.

23.

24.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun
2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5
Tahun 2014 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango .

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bone Bolango

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
selaku pengguna anggaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya
yvang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi OPD.
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16.
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18.

19,

20.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari
suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
suatu daerah yang dilaksanakan oleh OPD.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari
suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja
Program.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian Kkinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan OPD yang lebih tinggi kepada pimpinan
unit yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang
disertai dengan Indikator Kinerja.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
telah diamanfaatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi
pemerintah daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang
melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data
kinerja.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi
pemerintah di daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan,
pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja setingkat Pejabat

Administrator.



21. Entitas Akuntabilitas Kinerja Daerah adalah unit kerja daerah yang
melakuan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan
data kinerja tingkat Daerah/Kabupaten.

22. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah
daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan
pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.

23. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran OPD.

25.Rencana kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Kerja OPD yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

26. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat atau nama
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern,

Inspektorat Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
dalam menyusun Dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas
kinerja.

BAB 111

PENYELENGGARAAN SAKIP
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menyusunan Laporan

Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan
Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 4
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
meliputi:
rencana strategis;
perjanjian kinerja;
pengukuran kinerja;
pengelolaan data kinerja;

pelaporan kinerja; dan

me a0 oo

reviu dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Strategis
Pasal 6
(1) Pemerintahan Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
periode 5 (lima) tahunan.
(2) OPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan
OPD untuk periode 5 (Lima) tahunan.
(3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku

Pasal 7
Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja
Pasal 8
(I) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam

dokumen pelaksanaan anggaran.
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(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 9
Menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi
kriteria sebagai berikut: a. spesifik (specific); b. dapat terukur
(measurable); c. dapat dicapai (attainable); d. berjangka waktu
tertentu (time bound); dan e. dapat dipantau dan dikumpulkan
(trackable).

Pasal 10
Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen
Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan
dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.
Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit
organisasi dan pimpinan satuan kerja.
Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja
tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja
Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.
Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD disepakati oleh
Bupati dan pimpinan OPD.
Setiap OPD menyusun lembar/dokumen perjanjian Kinerja tingkat
OPD dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD. (6)
Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD disampaikan
kepada Bupati Up. Bagian OrganisasidanTatalaksanaSekretariat
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 11
Setiap OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan
menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja
Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama OPD.
Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan Pimpinan OPD.



Pasal 12
(1) Pemerintah Kabupaten mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat
OPD dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD.
(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 13
Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah
Daerah dan OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian
Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran
yang telah dialokasikan untuk masingmasing Entitas Akuntabilitas
Kinerja OPD.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusun Perjanjian
Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja
Pasal 15
(1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran Kinerja.
(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam

lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 16

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja
yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja dalam
rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan

b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun
berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (Lima) tahunan yang

direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.



Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 17

(1) Setiap entitas melakukan pengelolaan data kinerja.

(2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data
Kinerja.

(3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertibangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan
organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang
dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.

(4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencangkup:

a. penetapan data dasar (baseline data);

b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan
registrasi;

c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan

pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja
Pasal 18
(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan
Laporan Kinerja atas prestasi kerja, keberhasilan dan kurang
keberhasilan yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang
telah dialokasikan.
(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 19
(1) Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulan.
(2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan.
(3) Bentuk 1isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja

triwulansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada
Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Pasal 21

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan OPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah
daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Pasal 22
Laporan Kinerja Tahunanberisi ringkasan tentang Keluaran dari
Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen pelaksanaan APBD, yang paling sedikit menyajikan
informasi tentang: a. pencapaian tujuan dan Sasaran OPD; b. realisasi
pencapaian target Kinerja OPD; c. penjelasan yang memadai atas
pencapaian Kinerja; d. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan
Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (Lima)

tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Pasal 23
Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan dana
dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja
sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga dan menyampaikan laporan dimaksud kepada
Gubernur dan Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait untuk dihimpun

menjadi Laporan Kinerja Gabungan.

Pasal 24

(1) OPD yang menjadi pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan
menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja
sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/
Lembaga.

(2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Bupati menyiapkan Laporan Kinerja Gabungan berdasarkan laporan
yang diterima dari OPD yang menjadi pelaksana Kegiatan Tugas
Pembantuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada

Presiden melalui Menteri Keuangan.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujuh
Reviu dan Evaluasi

Pasal 26
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah
melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh
Bupati.
Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah.

Pasal 27
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada OPD sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah kepada Bupati.
Menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP OPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan akan
disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi bersamaan akan dilakukakanya evaluasi
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. (4) Laporan evaluasi Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat
Pengawasan I[nternal Pemerintah kepada Bupati dan diteruskan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. (5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi
atas implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas laporan Kinerja dan

evaluasi Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 29
Pedoman penyusunan dokumen SAKIP wajib digunakan sebagai
pedoman bagi OPD agar SAKIP selaras dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (Lima) tahunan Rencana Strategis
SKPD 5 (Lima) tahunan, Indikator Kinerja Utama, RKPD/Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja OPD dan Perjanjian
Kinerja (PK) Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS

A
WAKIL BUPATI : }f“r’/ Ditetapkan di Suwaw
SEKDA .3 pada tanggal 7 2020
' 5/ BUPAFT\BON
ASISTEN I : /] A
ASISTEN II :-)V\ :
ASISTEN III :f 1 &
KABID 1 o HAMIM POU
[

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH UPATEN,BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 30



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020 Suwawa, Mei 2020

Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULFAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Jin. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Suwawa

TELAAHAN STAF
Kepada . Yth. Bupati Bone Bolango
Dari . Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Nomor . 060/ORTALA-SET-BB/02, <¥/1/2020
Tanggal : 8 Januari 2020
Hal . Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Dasar o

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukkan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional:

Daerah:

4. Pergturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

W’L, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
W

.

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

l(‘h 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

Pertijnbangan : a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya;

b. Bahwa demi efektifnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kesimpulan

Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bone Bolango maka
dipandang perlu membuat Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami
mengharapkan kiranya Bapak dapat memberikan persetujuan
guna Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango.



Saran : Mohon petunjuk dan persetuan bapak Bupati untuk pembuatan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telahaan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk, atasnya disampaikan
terima kasih

SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN BONE BOLANGO

» -

—H. NTOMA, M.Si
NIP. 19641106 199103 1 005
Pembina Utama Madya, IV/d




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemda Bone Bolango, Il. Prof. DR. Ing. Hi. Bj. Habibie No. 1 Kec. Suwawa
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SuratDari : §ekea k awves vacra\ Diterima Tgl DA ) 2.5 Wi

o\, Wowge Wo \augaA

No Agenda ; 1\56)-

No.Surat :ebo / o®AaL A -set- [Sifat : D Biasa D Segera

\b‘-‘r{ cr-on (v [ Zzoro
TglSurat : @ > aw 10 20 D Sangat Segera D Rahasia
Perihal :?a!\o\r\’l\\' aM o valuvawv w,pgall L entAn) v dowiawn

valo\
\ea“j\r"’“\"““ Cohkuwwaowu G\Ne b WA Q\cu“'\ Ll A w5 \c\\uﬂ‘)h

N Aw \\\Aj\(,_u \A.:I) o vqm\ca\o Wwowes

WMo\ awmgy @ ewaiw e

‘_’U\a\\.\{)o.

Diteruskan Kepada Sdr :

D Asisten 1 D Tanggapan saran dan Telaahan D Pantau
E] Asisten || D Proses Lebih Lanjut D Untuk menjadi perhatian
D Staf Ahli D Koordinasi/Konfirmasikan D Tindak lanjuti dan laporan




